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KATA PENGANTAR  

 

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena rahmat dan 

hidayah Nya sehingga Profil Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan 

Makassar Tahun 2024 ini dapat terselesaikan.  

 

Profil ini merupakan salah satu sarana penyajian data dan informasi 

program kegiatan serta pencapaian kinerja Balai Besar Kekarantinaan 

Kesehatan Makassar selama tahun 2024. 

 

Profil ini disusun dengan harapan agar dapat dijadikan salah satu media pertukaran data, 

informasi, umpan balik dalam pelaksanaan kegiatan di lingkup Balai Besar Kekarantinaan 

Kesehatan Makassar. 

 

Profil ini disusun oleh Tim yang terdiri dari semua Tim Kerja . Terima kasih kepada Tim yang 

telah memberikan data serta pembahasan dan masukan dalam penyusunan profil ini. 

 

Kami menyadari bahwa profil ini masih terdapat kekurangan, untuk itu diharapkan masukan 

dan saran untuk perbaikan kedepan dari semua pihak. 

 

 
Makassar,      Januari 2025 

Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan 
Makassar 
 
 
 
  
dr. Achmad Farchanny Tri Adryanto, MKM 
NIP 196902192002121003 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Karantina berasal dari bahasa latin ñQuadragintaò yang berarti 40. Angka 40 berasal 

dari peristiwa isolasi yang dilakukan terhadap penderita penyakit menular selama 40 hari 

agar tidak menyebar ke orang lain. Tahun 1911 di Indonesia penyakit pest muncul di 

Surabaya, tahun 1916 muncul pest di Semarang dan tahun 1923 pest muncul dengan 

masuk melalui Pelabuhan Cirebon. Pada waktu itu regulasi yang berlaku adalah 

Quarantine Ordonantie (Staatsblad Nomor 277 tahun 1911), penanganan kesehatan di 

Pelabuhan dilaksanakan oleh Haven Arts (Dokter Pelabuhan) dibawah Haven Master 

(Syahbandar). Pada waktu itu Haven Art hanya ada dua yaitu di Pulau Rubiah (Sabang) 

dan di Pulau Onrust di Teluk Jakarta. Tahun 1949 pemerintah RI membentuk 5 pelabuhan 

Karantina yaitu Pelabuhan Karantina Kelas I Tanjung Priok dan Sabang, Pelabuhan 

Karantina Kelas II Surabaya dan Semarang serta Pelabuhan Karantina Kelas III Cilacap.  

Inilah awal keberadaan Kesehatan Pelabuhan di Indonesia. Tahun 1959 Indonesia 

mengeluarkan PP No. 53 tentang penyakit Karantina dan tahun 1962 dibuat UU Karantina 

No. 1 tentang Karantina Laut dan No. 2 tentang Karantina Udara. Tahun 1970 terbit SK 

Menteri Kesehatan No.1025/DD/Menkes/78 tentang pembentukan Dinas Kesehatan 

Pelabuhan Laut (DKPL) dan Dinas Kesehatan Pelabuhan Udara (DKPU). Tahun 1978 

terbit SK Menkes No.147/Menkes/IV/78 DKPL/DKPU dilebur menjadi Kantor Kesehatan 

Pelabuhan, dengan Eselon IIIB, yakni 10 KKP Kelas A dan 34 KKP Kelas B. Tahun 1985 

terbit SK Menkes No.630/Menkes/XII/85 menggantikan SK No. 147/Menkes/IV/78, 

Jumlah KKP Kelas B bertambah 2 yaitu Bengkulu dan Dilli sehingga jumlah seluruh KKP 

menjadi 46. Tahun 2004 terbit SK Menkes No.265/Menkes/SK/III/2004 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan, bahwa klasifikasi KKP berubah menjadi 

KKP Kelas I, II dan III. 

Kemudian pada tahun 2007, terbit Permenkes nomor 167 merupakan perbaikan 

Kepmenkes No. 265 yakni penambahan KKP kelas III menjadi 32 KKP sekaligus wilayah 

kerjanya dan pada tahun 2008 perubahan Permenkes menjadi No. 356 yang didalamnya 

terdapat beberapa perubahan. Pada tahun 2011 terjadi lagi perubahan Permenkes 

menjadi nomor 2348 dengan penambahan satu kelas KKP Kelas IV, yaitu Yogyakarta. 

Aturan tentang organisasi dan tata kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan terus mengalami 

perubahan. Tahun 2020 terbit Permenkes nomor 77 dimana struktur organisasi Kantor 

Kesehatan Pelabuhan mengalami perubahan dengan menyederhanakan jabatan 
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struktural menjadi Kepala Kantor dan Subbagian Administrasi Umum sedangkan Eselon 

III dan IV lainnya disetarakan menjadi jabatan fungsional. Terakhir tahun 2021 terbit 

Permenkes nomor 33 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan 

dengan struktur organisasi masih sama seperti sebelumnya dan penambahan dua KKP 

baru yakni KKP Kelas IV Entikong di Kalimantan Barat dan KKP Kelas IV Labuan Bajo di 

Nusa Tenggara Timur sedangkan KKP Kelas IV Yogyakarta berubah menjadi KKP Kelas 

III Yogyakarta. Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar masih mencapai nilai 

klasifikasi sebagai KKP Kelas I berdasarkan Permenkes No. 32 Tahun 2021 tentang 

Klasifikasi Kantor Kesehatan Pelabuhan. 

Kantor Kesehatan Pelabuhan mempunyai tugas melaksanakan upaya cegah tangkal 

keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan di wilayah kerja 

pelabuhan, bandara dan pos lintas batas darat negara. Tahun 2020 terjadi pandemi 

Covid-19. Pemerintah melalui Satuan Tugas Penanganan Covid-19 terus berupaya 

membuat kebijakan untuk menanggulangi serta mencegah penyebaran Covid-19. Kantor 

Kesehatan Pelabuhan sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Kementerian 

Kesehatan dibawah Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit juga 

meningkatkan peran dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam mencegah 

penyebaran Covid-19 melalui pintu masuk Bandara dan Pelabuhan. Nama Kantor 

Kesehatan Pelabuhan menjadi lebih dikenal oleh masyarakat terutama oleh pengguna 

jasa Pelabuhan dan Bandara terkait peningkatan pengawasan keluar masuknya orang 

melalui pintu masuk Pelabuhan dan Bandara. 

Penyusunan Profil Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar dilakukan setiap 

tahun untuk memperbarui informasi dan kegiatan yang dilaksanakan serta dapat melihat 

perbandingan data hasil kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dalam penyusunan profil ini 

diperlukan upaya perbaikan dari segi materi, analisis maupun tampilan data,  karena profil 

menjadi salah satu bahan monitoring dan evaluasi program selanjutnya. Dalam profil Balai 

Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar ini data disajikan dalam bentuk narasi, tabel, 

grafik dan analisis. 

Data berasal dari hasil kegiatan masing-masing Tim Kerja yang ada di BBKK 

Makassar. Kegiatan di wilayah kerja Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar 

telah dituangkan melalui pembahasan kegiatan tiap Tim Kerja. Beberapa kegiatan lainnya 

yang dilaksanakan selama tahun 2024 di Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar 

juga dibahas dalam profil ini. 

Penyusunan profil ini diharapkan dapat memberikan gambaran Balai Besar 

Kekarantinaan Kesehatan Makassar kepada masyarakat luas terutama dari segi tugas 
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pokok dan fungsi BBKK sehingga dapat dikenal lebih baik. Selain itu dapat menjadi bahan 

evaluasi dan monitoring kepada pimpinan terkait pelaksanaan kegiatan. 

B. DASAR HUKUM 

Adapun dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Profil Balai Besar 

Kekarantinaan Kesehatan Makassar tahun 2024 adalah sebagai berikut : 

1. UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup; 

2. UU Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana; 

3. UU Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran;  

4. UU Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan; 

5. UU Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 Tentang Penanggulangan Wabah 

Penyakit Menular; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 Tentang Kepelabuhanan; 

8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan 

Masyarakat Hidup Sehat; 

9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Peningkatan 

Kemampuan dalam Mencegah, Mendeteksi, dan Merespon Wabah Penyakit, 

Pandemi Global, dan Kedaruratan Nuklir, Bigologi dan Kimia. 

10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 949 Tahun 2004 Tentang 

Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa; 

11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1501 tahun 2010 Tentang 

jenis penyakit tertentu yang dapat menimbulkan wabah & Upaya 

penganggulangannya; 

12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan; 

13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 tahun 2014 tentang 

Penanggulangan Penyakit Menular; 

14. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 61 Tahun 2015 

tentang Fasilitasi (FAL) Udara; 

15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang 

Sertifikat Sanitasi Kapal; 

16. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang 

Pemberian Sertifkat Vaksinasi Internasional; 
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17. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 tentang 

Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan 

Keluarga; 

18. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Penyelenggaraan Imunisasi;  

19. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2017 tentang 

Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan untuk Vektor 

dan Binatang Pembawa Penyakit serta Pengendaliannya; 

20. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang 

Pelayanan dan Penerbitan Sertifikat Vaksinasi internasional; 

21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan 

22. Kepmenkes Nomor 424 Tahun 2007 Tentang Pedoman Upaya Kesehatan 

Pelabuhan Dalam Rangka Karantina Kesehatan; 

23. Keputusan Menkes Nomor 612/MENKES/SK/V/2010 tentang Pedoman 

Penyelenggaraan Karantina Kesehatan pada Penanggulangan Kedaruratan 

Kesehatan Masyarakat Yang Meresahkan Dunia; 

24. Keputusan Menkes Nomor 1314/MENKES/SK/IX/2010 tentang Pedoman 

Standarisasi SDM, Sarana dan Prasarana di Lingkungan KKP; 

25. Standar Operasional Prosedur Nasional Kegiatan KKP di Pintu Masuk Negara. 

26. International Health Regulation Tahun 2005; 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM 

 

 Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) 

Bidang Kekarantinaan Kesehatan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur 

Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI. 

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

1. Tugas Pokok 

Berdasarkan Permenkes Nomor : 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan, UPT Bidang 

Kekarantinaan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan upaya cegah tangkal 

keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan di wilayah kerja 

pelabuhan, bandar udara, dan pos lintas batas darat negara. 

2. Fungsi 

Dalam melaksanakan tugas, UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan 

menyelenggarakan fungsi : 

a. penyusunan rencana, kegiatan, dan anggaran;  

b. pelaksanaan pengawasan terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat 

angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan;   

c. pelaksanaan pencegahan terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat 

angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan;   

d. pelaksanaan respon terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat 

angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan;  

e. pelaksanaan pelayanan kesehatan pada kegawatdaruratan dan situasi khusus;   

f. pelaksanaan penindakan pelanggaran di bidang kekarantinaan kesehatan;  

g. pengelolaan data dan informasi di bidang kekarantinaan kesehatan;   

h. pelaksanaan jejaring, koordinasi, dan kerja sama di bidang kekarantinaan 

kesehatan; 

i. pelaksanaan bimbingan teknis di bidang kekarantinaan kesehatan;  
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j. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kekarantinaan 

kesehatan; dan  

k. pelaksanaan urusan administrasi  UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan. 

 

B. STRUKTUR ORGANISASI 

Struktur organisasi dan tata kerja BBKK Makassar  mengacu  pada  Peraturan 

Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tanggal 20 Februari 2023. 

Struktur organisasi BBKK Makassar terdiri atas : 

1. Kepala Balai 

2. Sub Bagian Administrasi dan Umum 

3. Wilayah Kerja 

4. Kelompok Jabatan Fungsional 

5. Instalasi 

Struktur organisasi Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar tahun 2024 

lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar II.1 berikut. 
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Gambar II.B.1 

Struktur Organisasi Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar Tahun 2024 

 

C. VISI DAN MISI 

Visi Nasional pembangunan jangka panjang Indonesia adalah terciptanya 

manusia yang sehat, cerdas, produktif, dan berakhlak mulia serta masyarakat yang makin 

sejahtera dalam pembangunan yang berkelanjutan. Untuk mewujudkan masyarakat 

Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur sesuai dengan RPJPN 2005-2025, 

Presiden terpilih sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020-2024 telah menetapkan Visi 

Presiden 2020-2024 yakni ñTerwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan 

Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royongò.  

Untuk melaksanakan visi Presiden 2020-2024 tersebut, Kementerian Kesehatan 

menjabarkan visi Presiden di bidang kesehatan, yaitu ñMenciptakan Manusia yang Sehat, 
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Produktif, Mandiri dan Berkeadilanò. Direktorat Jenderal P2P menjabarkan visi Presiden 

dan Kementerian Kesehatan tersebut dalam visi bidang Pencegahan dan Pengendalian 

Penyakit yakni ñMewujudkan masyarakat bebas penyakit dan kesehatan lingkungan yang 

berkualitasò 

Selaras dengan visi Ditjen P2P, Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar 

menjabarkan visinya yakni Mewujudkan Pintu Masuk Negara dan Wilayah yang bebas 

penyakit dan faktor risiko. 

Dalam rangka mencapai terwujudnya visi Presiden yakni ñTerwujudnya Indonesia 

Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royongò, maka 

telah ditetapkan 9 (sembilan) misi Presiden tahun 2020-2024, yakni : 

1.  Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia ; 

2. Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing;  

3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan; 

4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan; 

5. Memajukan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa ;  

6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsu, Bermartabat, dan Terpercaya;   

7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga; 

8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya; 

9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan. 

Guna mendukung peningkatan kualitas manusia Indonesia, termasuk penguatan struktur 

ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing khususnya di bidang farmasi dan alat 

kesehatan, Kementerian Kesehatan telah menjabarkan misi Presiden, sebagai berikut :  

1.  Meningkatkan Kesehatan Reproduksi, Ibu, Anak, dan Remaja; 

2. Perbaikan Gizi Masyarakat;  

3. Meningkatkan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit; 

4. Pemberdayaan GERMAS; 

5. Memperkuat sistem kesehatan. 

Untuk mewujudkan tercapainya visi, Ditjen P2P telah menetapkan misi tahun 

2022-2024 yang merupakan penjabaran misi Presiden dan Kementerian Kesehatan yakni 

: 

1. Peningkatan Deteksi, Pencegahan dan Respon Penyakit; 

2. Perbaikan Kualitas Lingkungan; 

3. Penguatan sistem surveilans berbasis laboratorium penyakit dan faktor risiko; 

4. Penguatan sistem tata kelola kesehatan. 

 Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar telah menetapkan misi untuk 

mewujudkan tercapainya visi yakni : 
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1. Meningkatkan deteksi dini dan respon penyakit dan faktor risiko; 

2. Meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan dan alat angkut di 

Pelabuhan/Bandara/PLBDN; 

3. Meningkatkan tata kelola kegiatan yang bersih dan akuntabel; 

4. Peningkatan Sumber Daya Manusia 

 

D. URAIAN TUGAS 

1. Subbagian Administrasi Umum 

Subbagian administrasi umum mempunyai tugas melakukan penyiapan dan 

koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan 

barang milik negara, urusan sumber daya manusia, organisasi dan tata laksana dan 

hubungan masyarakat, pengelolaan data dan informasi, pemantauan, evaluasi, 

laporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan Balai Besar Kekarantinaan 

Kesehatan. 

2. Instalasi 

a. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi UPT Bidang Kekarantinaan 

Kesehatan 

b. Instalasi merupakan unit pelayanan nonstruktural, dipimpin oleh Kepala Instalasi 

(jabatan non struktural) 

c. Instalasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh pejabat fungsional 

d. Kepala Instalasi diangkat dan diberhentikan oleh Kepala UPT Bidang 

Kekarantinaan Kesehatan. 

 

3. Wilayah Kerja 

a. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi UPT Bidang Kekarantinaan 

Kesehatan. 

b. Dipimpin oleh kepala Wilker (jabatan non struktural), yang diangkat dan 

diberhentikan oleh Kepala UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan. 

c. Dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh kelompok jabatan fungsional.  

 

4. Kelompok Jabatan Fungsional 

a. Memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPT 

Bidang Kekarantinaan Kesehatan sesuai dengan bidang keahlian dan 

keterampilan. 



 

 

10  
 

b. Dalam pelaksanaan tugas, kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara 

individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan 

kinerja organisasi. 

c. Pemberian penugasan kepada kelompok jabatan fungsional diatur oleh Kepala 

UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan sesuai dengan kebutuhan dan beban 

kerja serta permasalahan yang dihadapi 

d. Dalam hal pelaksanaan tugas dikerjakan secara kelompok, Kepala UPT Bidang 

Kekarantinaan Kesehatan dapat mengangkat ketua tim kerja dan anggota. 

e. Penugasan pejabat fungsional ditetapkan oleh Kepala UPT Bidang 

Kekarantinaan Kesehatan sesuai keahlian dan keterampilan. 

f. Kelompok jabatan fungsional terdiri atas berbagai jenis dan jenjang jabatan 

fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai 

dengan ketentuan perundang-undangan. 

g. Jumlah jenis dan jenjang kelompok jabatan fungsional ditentukan berdasarkan 

kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan analisis beban kerja. 

h. Tugas, jenis, dan jenjang kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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E. WILAYAH KERJA 

Wilayah Kerja Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar adalah Pelabuhan 

dan Bandara yang berada di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat yakni : 

a. Wilayah Kerja Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar II.E.1 
Kantor dan Tempat Pelayanan Kesehatan di Terminal Keberangkatan (Atas) Dan 

Terminal Kedatangan Internasional (Bawah) Bandar Udara Internasional 
Sultan Hasanuddin Makassar 

Kantor Induk BBKK Makassar berada di kompleks Bandar Udara 

Internasional Sultan Hasanuddin Makassar, dimana sebelumnya berlokasi di 

Pelabuhan Soekarno Hatta Makassar. Kantor dan tempat pelayanan Wilker 

Bandara berada di dalam gedung Bandara (ruangan disediakan oleh pihak PT. 

Angkasa Pura I yang saat ini telah berganti nama menjadi PT. Angkasa Pura 

Indonesia). Jarak yang dekat antara kantor induk dan Wilker Bandara sehingga 

petugas yang melaksanakan pelayanan adalah petugas dari kantor induk secara 

shift selama 24 jam. 

Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar adalah bandar 

udara internasional di Sulawesi Selatan yang terletak di antara Kabupaten Maros 

dan Kota Makassar. Secara geografis terletak di 5.3.29,71 Lintang Selatan dan 

1. Wilayah Kerja Bandara Sultan Hasanuddin Makassar 
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119.33.17,65 Bujur Timur yang mana lokasi terminal penumpang berada di Kab. 

Maros dan sebagian area landasan pesawat berada di wilayah Administrasi Kota 

Makassar. Berjarak 20 km (12 mil) timur laut dari pusat kota Makassar dan 

dioperasikan oleh PT. Angkasa Pura Indonesia. Terminal saat ini dibuka pada 

tanggal 20 Agustus 2008. Bandara ini merupakan pintu gerbang utama untuk 

penerbangan ke bagian timur Indonesia serta menjadi salah satu bandara 

Internasional di kawasan Tengah dan Timur Indonesia. 

Saat ini Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar melayani 

rute domestik dan internasional. Untuk rute domestik dilayani oleh 10 Maskapai 

Penerbangan Nasional sementara untuk penerbangan Internasional dilayani oleh 

5 Maskapai yakni Air Asia, Citilink, Lion Air, Malaysia Airlines, dan Scoot. 

Pada tanggal 26 Juni 2024, PT. Angkasa Pura Indonesia KC Bandara Sultan 

Hasanuddin secara resmi mulai mengoperasikan terminal baru/terminal utama 

bandara secara minimal dengan membuka 32 counter check in yang saat operasi 

penuh akan melayani hingga 96 counter check in untuk penerbangan domestik dan 

internasional. Pemindahan area keberangkatan ke terminal baru ini disertai dengan 

pemindahan lokasi kantor dan klinik kesehatan Wilayah Kerja Bandara Sultan 

Hasanuddin. 

Untuk meningkatkan pelayanan dan pengawasan kondisi kesehatan 

penumpang selama di area ruang tunggu, maka di tahun 2024 ini BBKK Makassar 

menyediakan layanan Mobile Emergency First Response (M-EFR) dengan 

menggunakan motor listrik yang secara rutin melakukan pengawasan dari gate 1 

sampai gate 10 yang telah dilengkapi dengan peralatan medis emergency, obat-

obatan emergency, dan oksigen mobile. 
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Gambar II.E.2 
Pengawasan Suhu dan skrining SSHP pada Pelaku Perjalanan Internasional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar II.E.3 
Kegiatan Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan pada Pengguna Jasa dan 

Karyawan Bandara dengan M-EFR 
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Gambar II.E.4 

Kegiatan Evakuasi Penumpang dari Pesawat 

  
Gambar II.E.5 

Kegiatan Pengawasan Makanan dan Minuman serta Pengendalian Vektor di 
Tempat Pengolahan Pangan 
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b. Wilayah kerja Pelabuhan Laut Makassar 

 
Gambar II.E.6 

Gedung Kantor Wilker Pelabuhan Makassar 
 

Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Makassar terletak di dalam Kompleks 

Pelabuhan Laut Makassar tepatnya di Jalan Hatta No 3, Kelurahan Butung 

Kecamatan Wajo Kota Makassar, dengan jumlah personil 18 Orang Aparatur Sipil 

Negara (Timker 1 : 1 Orang, Timker 2 : 5 Orang, Timker 3 : 2 Orang,  Timker 4 : 8 

Orang dan Timker 5 : 2 Orang), 3 Orang Driver, 2 Orang Cleaning Service dan 

Kader Substansi Pengendalian Risiko Lingkungan.  

Wilayah Kerja Pelabuhan Makassar menghadle Pelabuhan Soekarno, 

Pelabuhan Hatta dan Makassar New Port, Jetty Pertamina, dan Jetty Bosowa. 

Pelabuhan Soekarno Hatta Makassar dikategorikan sebagai pelabuhan kelas 

utama oleh Pemerintah Indonesia. Pelabuhan ini merupakan pelabuhan terbesar 

di Indonesia Bagian Tengah dan Timur dan memiliki lalu lintas penumpang yang 

tinggi. 

Kegiatan yang dilakukan di Pelabuhan Laut Makassar yaitu Pengawasan, 

Pemeriksaan Kedatangan dan Keberangkatan terhadap alat angkut, orang, barang 

dan /atau lingkungan, baik yang datang dari luar negeri  dan dalam negeri. Kegiatan 

pengawasan yang dilakukan adalah pemeriksaan dan penerbitan dokumen 

kesehatan alat angkut yaitu ; Pemeriksaan dokumen kesehatan alat angkut 

(Maritime Declaration of Health/MDH, Crew List, Port of Call/Voyage Memo, 

Vaccination List, General Nil List, Certificate of Medicine, Ship Particular, Port 

Clearance, dan Passenger list) sedangkan penerbitan dokumen kesehatan alat 

2. Wilayah Kerja Pelabuhan Makassar 
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angkut (Port Health Quarantine Clearance (PHQC), Ship Sanitation Control 

Exemption Certificate (SSCEC)/Ship Sanitation Control Certificate (SSCC), Health 

Book, Certificate of Pratique (COP), OMKABA, Sailing Permit/OMEC, P3K dan Izin 

Angkut Jenazah). Selanjutnya  Layanan poliklinik dan pengobatan, System 

kewaspadaan dini KLB, Pemantauan kedatangan orang sakit dan Izin angkut orang 

sakit, Pengujian kesehatan, Pemeriksaan dan screening laboratorium, 

Penanganan Kegawat Daruratan dan Sistem Rujukan, Pelayanan Vaksinasi, 

Pengamatan dan pemberantasan nyamuk, Pemberantasan tikus pinjal, 

Pengendalian Lalat, Pengendalian Kecoak, Pengawasan penyediaan air, 

Pengamanan Makanan dan Minuman, Hygiene sanitasi Gedung dan Bangunan, 

HIgiene dan Sanitasi Tempat tempat umum, Higiene sanitasi Alat Angkut dan 

kegiatan lainnya. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar II.E.7 
Kegiatan Pemeriksaan Dokumen Kesehatan Alat Angkut oleh Petugas Wilker 

Pelabuhan Makassar 
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Gambar II.E.8 
Pemeriksaan Sanitasi Alat Angkut Oleh Petugas Wilker Pelabuhan Makassar 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar II.E.9 
Kegiatan Pemeriksaan Lingkungan 
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Gambar II.E.10 
Kegiatan Pemeriksaan Pasien   
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c. Wilayah Kerja Pelabuhan Khusus Biringkassi 

 
Gambar II.E.11 

Kantor Wilker Pelabuhan Biringkassi 

Pelabuhan Khusus Biringkassi Merupakan Pelabuhan khusus milik PT. Semen 

Tonasa, terletak di Kabupaten Pangkep, Wilayah kerja Pelabuhan Khusus 

Biringkassi sebagai salah satu wilayah Kerja Balai Besar Kekarantinaan 

Kesehatan Makassar bertanggungjawab kepada Balai Besar Kekarantinaan 

Kesehatan Makassar. Wilayah kewenangan Pelabuhan Khusus Biringkassi adalah 

Pelabuhan Khusus Biringkassi dan Pelabuhan Maccinibaji. 

Pelabuhan Khusus Biringkassi berjarak 60 Km dari kota Makassar ditempuh 

dalam waktu 1 jam 30 menit dari kota Makassar terletak di Kecamatan Bungoro di 

sebelah Utara Kota Pangkep. 

Pelabuhan Khusus Biringkassi memiliki dermaga sepanjang 2000 meter 

Pelabuhan ini hanya melayani kebutuhan lalu lintas barang milik PT. Semen 

Tonasa baik untuk kepentingan ekspor impor maupun untuk perdagangan 

interseluler dalam negeri. Letak pelabuhan jauh dari permukiman penduduk dan 

merupakan area khusus yang dibuka untuk kepentingan lalu lintas kapal / 

pelabuhan. Beberapa instansi yang melakukan tugas pokok dan fungsinya adalah 

unsur QIC dan keagenan  PT. Tonasa Lines dan instansi terkait lainnya. 

Pelabuhan Maccinibaji adalah pelabuhan milik kementerian perhubungan 

dengan jarak dari pelabuhan biringkassi sekira 14 km yang terletak disebelah Barat 

Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep memiliki dermaga sepanjang 800 

meter yang melayani lalulintas orang dan barang. Pelabuhan ini khusus melayani 

3. Wilayah Kerja Pelabuhan Khusus Biringkassi 
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kapal penumpang antar pulau dan kapal kayu dengan muatan semen tonasa. 

Adapun kegiatan yang dilakukan di Pelabuhan Biringkassi dan Pelabuhan 

Maccini Baji mewakili semua kegiatan substansi di kantor induk adalah sebagai 

berikut : 

a. Kekarantinaan 

 

 
Gambar II.E.12 

Pengawasan Kapal Dari Dalam Dan Luar Negeri 

Pengawasan kapal dari dalam negeri dan luar negeri di pelabuhan biringkassi 

dan pelabuhan maccinibaji dengan pemeriksaan suhu, saturasi, sanitasi kapal, 

pemeriksaan,pemeriksaan tanda-tanda kehidupan tikus, pemeriksaan tanda-

tanda kecoak dan serangga penular penyakit menular lainnya, pemeriksaan 

personal hygiene penjamah makanan, pemeriksaan sanitasi kapal, 

pemeriksaan obat dan P3K dan pemeriksaan air bersih. 

b. Surveilans Epidemiologi 

Surveilans migrasi dilakukan di Pelabuhan Maccini Baji pada kapal yang 
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datang dari daerah terjangkit. Adapun kegiatan surveilans migrasi sebagai 

berikut : 

 
Gambar II.E.13 

Surveilans Migrasi Malaria di Wilker Biringkassi 

Untuk cegah tangkal penyakit yang masuk dari negara atau daerah terjangkit 

dilakukan surveilans epidemiologi terhadap Penyakit PHEIC pada awak dan 

penumpang yang datang di Pelabuhan Biringkassi dan Maccini Baji : 

 
Gambar II.E.14 

Surveilans Epidemiologi di Wilker Biringkassi 
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c. Kegiatan Upaya Kesehatan dan Lintas Wilayah 

1) Evakuasi Pasien 

 

Gambar II.E.15 
Evakuasi Pasien oleh Petugas Wilker Biringkassi 

2) Posko Nataru 

 

Gambar II.E.16 
Posko Terpadu Pelabuhan Maccini Baji 

Pelaksanaan Posko Natal dan Tahun Baru (Nataru) bekerja sama dengan 

lintas sektor dan lintas program dalam posko terpadu. 
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d. Kegiatan Pengendalian Risiko Lingkungan 

1) Pemeriksaan Sanitasi Kapal 

 

Gambar II.E.17 
Pemeriksaan Sanitasi Kapal oleh Petugas Wilker Biringkassi 

2) Pemeriksaan Vektor 

Pemeriksaan vektor yang dilaksanakan yakni pemeriksaan jentik, lalat, 

pemasangan perangkap tikus, pemeriksaan Tempat Pengelolaan 

Makanan (TPM), dan pemeriksaan air bersih. 

 

  
Gambar II.E.18 

Pemeriksaan Jentik dan Lalat oleh Petugas dan Kader Wilker Biringkassi 
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Gambar II.E.19 

Pemeriksaan Jentik oleh Petugas dan Kader Wilker Biringkassi 

 
Gambar II.E.20 

Pemeriksaan TPM dan Air Bersih di Wilker Biringkassi 
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d. Wilayah Kerja Pelabuhan Awerange 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar II.E.21 
Kantor Wilker Pelabuhan Awerange 

Wilayah Kerja Pelabuhan Awerange merupakan salah satu wilayah kerja 

Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar yang terletak ± 125 km dari 

kantor Induk. Merupakan pelabuhan rakyat yang terletak di Awerange, Kabupaten 

Barru. Pelabuhan ini memiliki riwayat sebagai pelabuhan pengangkutan kayu dan 

Sembako dari dan ke Kalimantan sekaligus pelabuhan rakyat antar pulau yang 

menghubungkan dengan daerah Kalimantan.  

Sejalan dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Barru, Pelabuhan 

Awerange tidak menjadi prioritas pengembangan, melainkan pembangunan 

pelabuhan di lokasi lainnya yaitu Pelabuhan Garongkong yang terletak di Ibukota 

Kabupaten Barru. Pelabuhan Garongkong dibangun sejak tahun 2008 dengan 

total panjang dermaga mencapai 150 m, lebar 20 m dan panjang trestle (jembatan) 

300m, dan memiliki kedalaman kolam pelabuhan mencapai 12.2 s/d 14.6 meter 

low water spring (LWS) yang kini melayani berbagai kegiatan Bongkar Muat, baik 

dari dalam maupun Luar Negeri seperti Bongkar Batu Bara dan Gypsum  untuk 

keperluan Semen Bosowa, Ekspor Clinker (semen setengah jadi) keberbagai 

Negara.  

Volume alat angkut yang masuk ke Pelabuhan Awerange menunjukkan 

kecenderungan yang menurun sejalan berkembangnya Pelabuhan Garongkong. 

Wilker Pelabuhan Awerange belum memiliki gedung milik sendiri sehingga untuk 

pelayanan dengan menyewa tempat yang dijadikan sebagai kantor berlokasi tidak 

jauh dari Pelabuhan. 

Wilker Awerange juga melayani beberapa Pelabuhan yang pada umumnya 

saling berdekatan seperti : 

4. Wilayah Kerja Pelabuhan Awerange 



 

 

26  
 

a. Pelabuhan Khusus Layar Perkasa Nusantara yang melayani perbaikan kapal 

(Docking) yang mana kapal dilayani dari berbagai pelabuhan, dan  letaknya 

berdekatan dari Pelabuhan Awerange 

b. Pelabuhan Khusus PLTU yang letaknya sebelah selatan Pelabuhan 

Awerange (Bawasaloe) dan melayani untuk kapal yang bongkar Batu Bara 

untuk keperluan Pembangkit Tenaga Listrik. 

c. Terminal Khsusus Bosowa yang letaknya bersebelahan dengan pelabuhan 

Umum Garongkong dan melayani pemuatan baik semen zak maupi curah 

yang dikirim melalui kapal kapal yang datang dari berbagai daerah. 

d. Terminal Khsusus Multi Trading Pratama (MTP) yang letaknya di pelabuhan 

garongkong, dan melayani bongkar muat BBM baik yang datang dari dalam 

dan Luar negeri seperti dari Singapore. 

e. Pelabuhan Andi Mattalatta, yang letaknya juga berada berdekatan dengan 

Pelabuhan Umum Garongkong. Adapun kegiatan yang ada di pelabuhan ini 

yaitu melayani kapal penumpang (Ferry) yang datang dan berangkat dari 

Garongkong ke Batulicin maupun dari Garongkong ke Paciran. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar II.E.22 
Pelaksanaan Kegiatan di Pelabuhan Awerange   
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e. Wilayah kerja Pelabuhan Parepare 

  
Gambar II.E.23 

Kunjungan Dirjen P2P di Kantor Wilker Pelabuhan Parepare 

Pelabuhan Parepare terletak di Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan, 

berjarak sekitar 170 KM sebelah utara Kota Makassar. Merupakan pelabuhan alam 

yang terbagi atas 3 lokasi pelabuhan, yaitu : Pelabuhan Nusantara, Cappa Ujung 

dan Lontange ditambah Pelabuhan Khusus Pertamina. Luas Pelabuhan Nusantara 

11.987 M2, sedangkan Cappa Ujung seluas 11.552 M2 dan Lontange seluas 

10.160 M2. Panjang dermaga Pelabuhan Nusantara adalah 325 meter, sedangkan 

panjang dermaga Cappa Ujung 275 meter dan Lontange adalah 75 meter. 

Fungsi Pelabuhan Nusantara adalah sebagai pelabuhan penumpang, 

sedangkan Pelabuhan Cappa Ujung berfungsi sebagai pelabuhan 

barang/kontainer dan Pelabuhan Lontange sebagai pelabuhan rakyat. 

Pelabuhan ini sangat ramai karena menjadi pelabuhan Tenaga Kerja 

Indonesia (TKI) tujuan Tawau, Malaysia. Beberapa perusahaan pelayaran memiliki 

akses langsung ke Nunukan-Tawau, Malaysia. Sejak beberapa tahun lalu telah 

ditetapkan sebagai pelabuhan TKI bermasalah dari Malaysia. 

Wilker Pelabuhan Parepare telah memiliki gedung milik Kemenkes yang 

dibangun tahun 2014 berlokasi di Desa/Kec. Cappa Galung Kec. Bacukiki 

Parepare. Pelabuhan di wilayah Kerja Parepare sebagai salah satu Point of Entry 

Negara harus diawasi secara terus menerus dan berkesinambungan dari aspek 

kesehatan. Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar dalam melaksanakan 

tugasnya cegah tangkal Penyakit maupun kejadian kesehatan yang dapat 

menimbulkan PHEIC menempatkan personilnya dengan komposisi yang lengkap 

5. Wilayah Kerja Pelabuhan Parepare 
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untuk melaksanakan tugas tersebut selama 24 Jam penuh. Program Kegiatan yang 

di laksanakan antara lain : 

a. Kegiatan Tata Usaha : Kegiatan Monitoring dan evaluasi, Bimtek serta 

Pembimbingan Mahasiswa Magang. 

 

Gambar II.E.24 
Pembimbingan Mahasiswa Magang di Wilker Pelabuhan Parepare 

 

b. Kegiatan pengendalian karantina dan surveilans epidemiologi yaitu 

meningkatkan pengawasan alat angkut khususnya  yang berasal dari negara 

atau wilayah terjangkit melalui pemeriksaan dokumen kesehatan alat angkut, 

pemeriksaan faktor risiko kesehatan pada alat angkut dan memastikan alat 

angkut tersebut bebas dari faktor risiko kesehatan penularan penyakit kegiatan 

pengawasan yang dilakukan adalah pemeriksaan dan penerbitan dokumen 

kesehatan antara lain : pemeriksaan dokumen kapal (MDH, Crew List, Port of 

Call/ Voyage memo, Vaccination list, General Nill List, Certificate of Medicine, 

Ship Particular, Port Clearance, General Declration, PHQC, SSCEC/SSCC, 

Health Book, Certificate Of Pratique, OMKABA dan Penerbitan Setifikat Izin 

angkut jenazah. serta melakukan pengamatan keluar dan atau masuknya 

orang sakit melalui terminal penumpang baik pelabuhan maupun bandara, 

pemberian /pemantauan kartu kewaspadaan (HAC), melakukan pengamatan 

penyakit menular di daerah buffer pelabuhan/bandara melalui analisis data 

laporan (W1,W2 dan sumber informasi lainnya) dengan tujuan untuk menjaga 

dan melindungi masyarakat Pelabuhan dari sumber penularan penyakit 

karantina dan penyakit menular tertentu potensial wabah. 

c. Kegiatan Upaya Kesehatan dan Lintas Wilayah yakni kunjungan poliklinik 

dengan pelayanan yang di berikan yaitu pelayanan kesehatan terbatas dan 
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sistem rujukan, penerbitan sertifikat pengujian kesehatan, surat keterangan ijin 

angkut orang sakit, dan pemberian vaksinasi, pengawasan / pemeriksaan 

jenazah, pelayanan kesehatan pada situasi khusus arus mudik lebaran, natal 

dan tahun baru dan layanan VCT Mobile HIV/AIDS 

d. Kegiatan Pengendalian Risiko Lingkungan, yakni pengendalian vektor dan 

binatang penular penyakit antara lain: pengamatan tikus dan pinjal, 

pengendalian vektor diare, pengamatan dan pengendalian nyamuk Aedes 

aegypti serta tindakan penyehatan alat angkut. Untuk kegiatan sanitasi 

lingkungan dan dampak risiko lingkungan antara lain : Pemeriksaan sanitasi 

kapal, pemeriksaan Hygiene dan sanitasi TTU, Gedung dan Bangunan, 

pengawasan penyediaan air bersih dan pengawasan makanan dan minuman 

serta pelaksanaan Program Pelabuhan Sehat, dimana Pelabuhan parepare 

sudah terbentuk òFORUM PELABUHAN SEHATò. Pelabuhan Parepare 

mendapat penghargaan sebagai Pelabuhan Sehat Tahun 2024 dari Menteri 

Kesehatan Republik Indonesia atas prestasinya dalam mewujudkan 

Penyelenggaraan Pelabuhan Sehat (Kep Menkes RI Nomor : 

HK.01.07/Menkes/1817/2024) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar II.E.25 
Pelaksanaan Kegiatan di Wilker Pelabuhan Parepare  

dan Piagam Penghargaan Pelabuhan Sehat  
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a. Wilayah Kerja Pelabuhan Palopo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar II.E.26 
Gedung Kantor Wilker Pelabuhan Palopo 

Pelabuhan Laut Palopo adalah salah satu pelabuhan di Wilayah Provinsi 

Sulawesi Selatan, terletak di pantai timur Sulawesi Selatan, bagian utara dari Teluk 

Bone. Pelabuhan Palopo merupakan pelabuhan utama, di samping beberapa 

pelabuhan lain seperti Pelabuhan Khusus Pertamina, Pelabuhan Khusus PT. Bumi 

Mineral Sulawesi (BMS), Pelabuhan Pabrik Plywood di Bua dan Pelabuhan 

Bonepute yang menjadi area kerja dari Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan 

Makassar Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Palopo.  

Luas Perimeter Wilayah Pelabuhan Laut Palopo adalah 4 (Empat) Ha 

sedangkan Wilayah Buffernya adalah 20 (Dua Puluh) Ha. Hinterland Pelabuhan 

Palopo meliputi Kota Palopo, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara dan 

Kabupaten Tana Toraja dimana Kabupaten Luwu dan Luwu Utara merupakan 

daerah agraris penghasil kakao, kelapa sawit dan beras. Sehingga muatan / 

bongkar kapal antar pulau melalui Pelabuhan Palopo antara lain beras, CPO 

(Minyak Sawit Mentah), Plywood (Kayu Lapis), Kayu Logs, Kernel (Biji Kelapa 

Sawit) dan Kakao. Begitu pula Kabupaten Tana Toraja yang menjadi tujuan 

wisatawan mancanegara menjadikan Pelabuhan Palopo sebagai salah satu 

pelabuhan transit kapal yang mengangkut wisatawan mancanegara. 

Selain dari keempat pelabuhan tersebut di atas, terdapat satu bandar udara 

bertaraf domestik yang menjadi area kerja dari Balai Besar Kekarantinaan 

6. Wilayah Kerja Pelabuhan Palopo 
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Kesehatan Makassar Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Palopo yakni Bandar Udara 

Ilagaligo atau dikenal juga dengan Bandar Udara Bua. Bandar udara ini terletak di 

Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi selatan dengan jarak kurang 

lebih 15 km dari pusat Kota Palopo. Bandar Udara Bua sangatlah potensial karena 

melayani penumpang dari 4 kabupaten yakni Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Luwu 

Timur dan Kota Palopo. Saat ini sudah ada dua maskapai yang melayani rute 

Makassar ï Luwu dengan waktu tempuh kurang lebih 50 menit dengan kapasitas 

seat masing masing ± 70 kursi. 

Wilayah Kerja Pelabuhan Palopo melaksanakan kegiatan mewakili semua tim kerja 

yang ada di kantor induk yakni : 

a. Pemeriksaan kesehatan pelaut, pemberian Vaksinasi Meningitis 

Meningococcus, pemberian Vaksinasi Yellow Fever dan pemeriksaan P3K di 

Kapal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar II.E.27 
Kegiatan Pemeriksaan P3K di Kapal dan pelayanan vaksinasi 

di Wilker Pelabuhan Palopo 
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b. Kegiatan Penerbitan Dokumen Kapal, Surveilans Imigrasi Malaria, dan 

Pengawasan Pelaku Perjalanan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar II.E.28 
Kegiatan Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi 

di Wilker Pelabuhan Palopo 
 

c. Survey Jentik DBD, Survey Lalat dan Kecoak, Pemasangan Perangkap Tikus 

(Trapping), Pengawasan TPM dan TTU, Pengawasan Sanitasi Kapal, Foging 

dan Uji Resistensi Nyamuk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar II.E.29 

Kegiatan Tupoksi Tim Kerja Pengawasan Faktor Risiko Lingkungan  
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di Wilker Pelabuhan Palopo 
d. Kegiatan administrasi umum yakni pembuatan Billing PNBP, pengarsipan surat 

masuk dan keluar, pembuatan surat tugas  di Srikandi dan pembuatan laporan. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar II.E.30 
Pembuatan surat Srikandi dan Billing PNBP Wilker Pelabuhan Palopo 
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b. Wilayah Kerja Pelabuhan Bajoe 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar II.E.31  
Gedung Wilker Pelabuhan Bajoe 

Pelabuhan Bajoe yang terletak di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan 

merupakan pelabuhan penyeberangan yang menghubungkan Provinsi Sulawesi 

Selatan dengan Provinsi Sulawesi Tenggara dan Pelabuhan.  

Pelabuhan Penyeberangan Bajoe dengan luas 94,735 Hektar melayani 

kapal dalam negeri baik kapal fery yang mengangkut barang dan penumpang 

melayani penyeberangan dari Pelabuhan Bajoe Kabupaten Bone ke Pelabuhan 

Kolaka Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara dan kapal antar pulau yang 

mengangkut barang.  

Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar Wilker Bajoe mempunyai 

kantor yang dibangun pada tahun 2016 merupakan milik Kementerian Kesehatan 

dan terletak di Kelurahan Bajoe Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten 

Bone yang berjarak ± 1 km dari pelabuhan Bajoe. 

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Wilker Pelabuhan Bajoe diantaranya : 

a. Pengawasan lalu lintas kapal dan penumpang 

Wilker Bajoe yang terletak di Kabupaten Bone melayani pelabuhan 

penyeberangan Bajoe dan pelabuhan Rakyat Bajoe. Pelabuhan 

penyeberangan Bajoe yang dilayani alat angkut berupa kapal Ferry menuju 

Kolaka dan sebaliknya yang memuat barang dan penumpang sedangkan 

pelabuhan rakyat Bajoe dengan alat angkut kapal non Ferry mengangkut 

logistic antar pulau daerah bagian timur Indonesia.  

7. Wilayah Kerja Pelabuhan Bajoe Bone 
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b. Penerbitan dokumen kesehatan kapal 

Penerbitan dokumen kesehatan kapal di Wilker Pelabuhan Bajoe yakni COP, 

SSCEC/SSCC, P3K, PHQC, Healthbook, ICV dan Keur. 

c. Pengawasan lalu lintas jenazah dan orang sakit 

Pengawasan lalu lintas jenazah dan orang sakit yag dilaksanakan di Pelabuhan 

Bajoe berasal dari Pelabuhan Kolaka Sulawesi Tenggara. 

d. Pengawasan faktor risiko lingkungan di Pelabuhan dan Alat Angkut 

Pengawasan faktor risiko lingkungan pada bangunan dan container wilayah 

perimeter dan buffer. 

e. Pemasangan perangkap tikus 

Pemasangan perangkap tikus di Wilker Pelabuhan Bajoe sebagai salah satu 

kegiatan pengendalian vektor. 

f. Pelayanan vaksinasi 

Pelayanan vaksinasi yang dilaksanakan di Pelabuhan Bajoe yakni vaksinasi 

Meningitis Meningococcus bagi jamaah umrah. 

g. Penerimaan PNBP 

Beberapa kegiatan di Wilker Pelabuhan Bajoe menghasilkan Penerimaan 

Negara Bukan Pajak (PNBP) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar II.E.32 
Pelaksanaan Kegiatan di Wilker Pelabuhan Bajoe 
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c. Wilayah Kerja Pelabuhan Malili 

 
Gambar II.E.33 

Kantor Wilker Pelabuhan Malili 

Pelabuhan Laut Malili terletak di Kabupaten Luwu Timur tepatnya berada di 

wilayah paling timur Provinsi Sulawesi Selatan dan berbatasan langsung dengan 

Provinsi Sulawesi Tenggara, berjarak 650 KM dari Kota Makassar, yang memiliki 

beberapa pelabuhan yang masuk pengawasan Balai Besar Kekarantinaan 

Kesehatan Makassar, adapun beberapa pelabuhan yang menjadi tugas 

pengawasan oleh Wilker Pelabuhan Malili adalah sebagai berikut : 

a. Pelabuhan Umum Syahbandar Lampia 

Pelabuhan umum Syahbandar Lampia merupakan salah satu pelabuhan yang 

baru dibuka pada tahun 2020 yang terletak di daerah lampia kecamatan Malili 

Kabupaten Luwu Timur pelabuhan ini berbatasan langsung dengan wilayah 

Provinsi Sulawesi Tenggara. 

 

 

 

 

 

 

Gambar II.E.34 
Pelabuhan Umum Syahbandar Lampia 

8. Wilayah Kerja Pelabuhan Malili 
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b. Pelabuhan/Terminal khusus PT. Vale Balantang Port 

Pelabuhan Balantang merupakan pelabuhan khusus PT. Inco (Sekarang 

bernama PT. Vale) dimana Pelabuhan/Terminal Khusus PT. Vale adalah 

pelabuhan yang terletak di daerah Balantang yang merupakan pelabuhan 

khusus PT. Vale yang bersebagai pelabuhan bongkar muat khusus logistik dan 

material seperti batubara, sulfur, kerikil silika dan terminal kountainer serta 

digunakan untuk mengangkut/pemuatan biji nikel yang akan diekspor ke luar 

negeri. 

c. Pelabuhan/Terminal Khusus PT. Citra Lampia Mandiri (PT. CLM) 

Pelabuhan/Terminal Khusus PT. Citra Lampia Mandiri terletak didaerah lampia 

kecamatan malili jetty PT. CLM sangat berdekatan dengan pelabuhan umum 

syabandar lampia dipelabuhan ini khusus melakukan kegiatan pengangkutan 

Nickle Ord yang di didistribusikan kebeberapa perusahan simelter diwilayah 

sulawesi 

d. Pelabuhan/Terminal Khusus PT. Vale Mangkasa Point 

Pelabuhan/Terminal Khusus PT. Vale Mangkasa Point juga merupakan 

terminal khusus PT. Vale sebagai pelabuhan khusus tempat tangki timbun 

bahan bakar minyak [BBM] dimana pelabuhan ini hanya khusus melakukan 

kegiatan pembongkaran BBM untuk perusahan PT. Vale 

e. Pelabuhan Munte Kabupaten Luwu Utara 

Pelabuhan Munte Kabupaten Luwu Utara adalah pelabuhan umum yang 

merupakan pelabuhan yang menjadi wilayah kerja syahbandar malili pelabuhan 

ini terletak didaerah Munte Kabupaten Luwu Utara di pelabuhan ini juga 

melakukan kegiatan bongkar muat seperti BBM Industri dan pengiriman minyak 

CPO 

 
Gambar II.E.35 

Pelabuhan Munte Kabupaten Luwu Utara 
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d. Pos Pelabuhan Bulukumba 

 

  
Gambar II.E.36 

Kantor Pelayanan Pos Pelabuhan Bira Bulukumba 

Pos Pelabuhan Bulukumba belum memiliki Gedung milik Kemenkes 

sehingga untuk pelayanan kekarantinaan dilakukan dengan menyewa ruangan 

milik UPT ASDP Pelabuhan Penyeberangan Bira. Pos Pelabuhan Bulukumba 

melayani tiga pelabuhan yakni : 

a. Pelabuhan Bira 

Pelabuhan Bira merupakan sebuah pelabuhan yang terletak di desa 

Bira, Bontobahari, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Luas pelabuhan 

tersebut mencapai 24,5 ha. Pelabuhan ini dibuat untuk memenuhi aktivitas 

orang bepergian. Pelabuhan tersebut juga memiliki peran yang besar dalam 

kelancaran lalu lintas antar pulau. Pelabuhan ini juga menjadi tempat bongkar 

muat barang dan komoditas hasil hutan, pertanian, perkebunan, dan 

kebutuhan pokok lain. Dengan adanya pelabuhan inilah, prasarana desa Bira 

serupa jalan, listrk, dan drainase meningkat yang menunjukkan adanya 

pengaruh pelabuhan, yang juga ditunjukkan pada adanya peningkatan sektor 

jasa dan perdagangan. 

9. Pos Pelabuhan Bulukumba 
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b. Pelabuhan Leppeôe 

Pelabuhan Leppeôe terletak di kalumeme kecamatan Ujung Bulu 

Kabupaten Bulukumba. Pelabuhan ini merupakan pelabuhan milik UPP Kelas 

II Bulukumba dan merupakan salah satu objek vital untuk distrubsi barang dan 

bahak pokok lainya kewilayah kabupaten kepulauan selayar serta pulau pulau 

lainya. 

c. Pelabuhan Khusus PT. Huady Nickel Alloy Bantaeng 

Pelabuhan Khusus / Jetty PT. Huady Nickel Alloy ini terletak di Papanloe 

Kecamatan Paôjukukang Kabupaten Bantaeng. Merupakan pelabuhan khusus 

untuk menyuplai bahan atau alat untuk beberapa perusahaan pengolahan 

nickel. Pelabuhan ini masuk dalam wilayah kerja Unit Pelaksana Pelabuhan 

Kelas III Jeneponto dan merupakan pelabuhan yang banyak didatangi oleh 

kapal asing langsung dari luar negeri maupun berangkat langsung keluar 

negeri. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar II.E.37 
Kegiatan di Pos Pelabuhan Bira Bulukumba  
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a. Pos Pelabuhan Paotere 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Gambar II.E.38 
Kantor Pelayanan Pos Pelabuhan Paotere 

 

Pelabuhan Paotere adalah salah satu pelabuhan tertua di Indonesia, yang 

merupakan warisan dari Kerajaan Gowa-Tallo, pada abad ke-14. Pelabuhan 

Paotere terletak di Kec. Ujung Tanah, Makassar, Sulawesi Selatan. berjarak 5 km 

dari pusat Kota Makassar. 

Pelabuhan ini merupakan tempat persinggahan berbagai kapal layar 

masyarakat Sulawesi yang datang dari berbagai wilayah di Indonesia. Selain 

sebagai pelabuhan perahu-perahu rakyat, seperti Phinisi dan Lambo, pelabuhan 

ini juga masih dipakai untuk bongkar muat barang dan pusat niaga para nelayan. 

Kegiatan di Pos Pelabuhan Paotere berupa pengawasan Kedatangan kapal, 

penumpang dan awak kapal dari dalam negeri, serta pengawasan keberangkatan 

kapal, penumpang dan awak kapal ke dalam negeri, Pemberian SSCEC, SSCC, 

Sailing Permit, Buku Kesehatan Kapal dan dokumen kesehatan atau sertifikat 

lainnya, pemantauan kedatangan orang sakit dan izin angkut orang sakit,  

pengawasan dan penerbitan sertifikat Obat dan P3K Kapal, Pengamatan dan 

pemberantasan nyamuk, pemberantasan tikus pinjal, pengendalian Lalat, 

Pengendalian Kecoak, Pengawasan penyediaan air, Pengamanan Makanan dan 

Minuman, Hygiene sanitasi Gedung dan Bangunan, Hygiene dan Sanitasi Tempat 

tempat umum, Higiene sanitasi Alat Angkut dan kegiatan lainnya. 

            

10. Pos Pelabuhan Paotere 



 

 

41  
 

 
 

Gambar II.E.39 
Pengawasan Sanitasi Kapal oleh Petugas Pelabuhan Paotere 

 

 
 

Gambar II.E.40 
Kegiatan Pengendalian, Survei Kecoak Dan Menghitung Kepadatan Lalat 

di Pos Pelabuhan Paotere 

 

 

Gambar II.E.41 
Pengambilan dan Pemeriksaan Sampel Air Bersih oleh 

Petugas Pos Pelabuhan Paotere 
 



 

 

42  
 

 

Gambar II.E.42 
Pemasangan Perangkap Tikus dan Identifikasi Tikus dan Pinjal Oleh Petugas dan 

Kader Pos Pelabuhan Paotere 
 

 

Gambar II.E.43 
Pengawasan Crew kapal dan Pengawasan Obat P3K oleh 

Petugas Pelabuhan Paotere 

 

Gambar II.E.44 
Pengawasan Tempat Pengolahan Pangan oleh Petugas Pelabuhan Paotere 
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Gambar II.E.45 
Survey Jentik Area Perimeter dan Buffer Oleh Petugas dan Kader 

Pos Pelabuhan Paotere 
 

 

 

Gambar II.E.46 
Pengawasan Sanitasi Kapal oleh Petugas Pelabuhan Paotere 
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b. Pos Pelabuhan Siwa 

Pelabuhan Bangsalae Laut Siwa menjadi satu-satunya jalur laut yang ada di 

Kec. Pitumpanua yang merupakan interkoneksi antar wilayah melalui jalur laut 

yang menghubungkan dengan Sulawesi Tenggara dan Indonesia Bagian Timur. 

Pelabuhan Bangsalae seringkali dijadikan sebagai wisata pantai bagi masyarakat. 

Pelabuhan Bangsalae Siwa yaitu pelabuhan dengan fungsi sebagai pelabuhan 

penyebrangan dimana keadaan lautnya sangat tenang karena berada di dalam alur 

sungai. 

Pada pelabuhan Penyeberangan Siwa digunakan oleh kapal Roro Ferry yang 

lintasan pengeberangan Siwa Tobaku. Sedangkan untuk Pelabuhan laut Siwa 

melayani Kapal Fiber dengan Lintasan Siwa Tobaku. Untuk pelayanan yang 

dilaksanakan di Pos Pelabuhan Siwa yakni : 

a. PKSE : kegiatan penerbitan dokumen kesehatan, pengawasan penumpang, 
Survey Malaria. 

 
Gambar II.E.47 

Pengawasan Penumpang Pelabuhan Siwa 

 
Gambar II.E.48 

Surveilans Migrasi Malaria Pelabuhan Siwa 

11. Pos Pelabuhan Siwa 
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b. UKLW : Ijin Angkut Orang Sakit, Ijin Angkut Jenazah, Pemeriksaan P3K, 

Pemeriksaan HIV dan ILI. 

 
Gambar II.E.49 

Pemeriksaan P3K Kapal Pelabuhan Siwa 

  
Gambar II.E.50 

Pemeriksaan HIV dan ILI Pelabuhan Siwa 

c. PRL : Survey Jentik, Survey Lalat, Pemasangan Trapping, Penyehatan Alat 

angkut, Pengendalian Lalat/Sprayying, Pemeriksaan Kadaluarsa Makanan 

pada situasi Khusus, Pemeriksaan Sample Air. 

 
Gambar II.E.51 

Pemasangan Perangkap Tikus Pelabuhan Siwa 
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Gambar II.E.52 

Survey Lalat dan Jentik Pelabuhan Siwa 

 
Gambar II.E.53 

Pemeriksaan Kadaluarsa Makanan, Pemeriksaan Sampel Air, 
dan Penyehatan Alat Angkut Pelabuhan Siwa  

  


